
 
 
 
                                   
                                                                 
 

 

BUPATI GRESIK 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI GRESIK 

NOMOR     107     TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2024  

TENTANG NAMA JABATAN, KELAS JABATAN, DAN NILAI JABATAN 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI GRESIK, 
 

Menimbang :   a.  bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik dan menjamin kepastian mengenai nama 

dan kelas jabatan telah ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2024 tentang Nama 

Jabatan, Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik; 

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi jabatan dan 

validasi data persediaan pegawai berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 

tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 

Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi 

Pemerintah yang telah mendapatkan persetujuan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi melalui Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan 

Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan 

Instansi Pemerintah dan Surat Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor : B/825/M.SM.02.00/2025 tentang 

Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di 

Instansi Daerah, tanggal 17 Juni 2025, maka 

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu ditindaklanjuti; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang 

Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik; 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

mangubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 

Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
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5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6037} sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 

tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 

tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan 

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
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11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan di 

Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 707) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian 

Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kamus Kelas 

Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

1028);   

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah 

diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten 

Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 

2021 Nomor 24); 

13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2024 

tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Nilai 

Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 

Nomor 56); 

14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2024 

tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 

Pada Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Berita 

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 72) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2024 tentang 

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada 

Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 28); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG  

NAMA JABATAN, KELAS JABATAN, DAN NILAI JABATAN 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK. 
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Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, 

Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VII, dan Lampiran IX 

Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2024 tentang 

Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Nilai Jabatan di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 56) diubah 

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I sampai dengan Lampiran VII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan 

Bupati  

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik. 

 

Ditetapkan di Gresik 

pada tanggal 31 Desember 2025 
 

BUPATI GRESIK, 

 

TTD. 

 

FANDI AKHMAD YANI 
 

Diundangkan di Gresik 

pada tanggal 31 Desember 2025 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN GRESIK, 

 

TTD. 

 

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN  

 

 BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 108  


